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     ABSTRAK 

Etika yang baik dalam pelayanan publik sangat diharapkan oleh masyarakat, oleh 

karena itu birokrasi harus memperhatikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja 

pelayanan publik yang terlihat optimal dibangun dari pribadi aparat pelayanan 

publik yang profesional yang memberikan pelayanan secara merata dan baik. 

Pelayanan publik yaitu uraian aktivitas yang bernilai yang harus dijalankan oleh 

aparat pemerintahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui etika kinerja 

pelayanan publik Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Metode 

penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh dari data primer 

dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposive sampling. Kemudian 

dianalisis menggunakan tahapan: reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika kinerja pelayanan publik 

Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang yaitu dilihat dari efektif 

pelayanan, kesederhanaan pelayanan, kejelasan dan kepastian pelayanan, dan 

keterbukaan dalam pelayanan yaitu sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan. Sedangkan untuk faktor pendukung yaitu kesadaran, aturan, 

keterampilan petugas, ketersedian sarana prasarana yang menunjang. Sedangkan 

untuk faktor penghambat yaitu masih ada beberapa masyarakat kurang paham 

dengan persyaratan-persyaratan dalam pengurusan surat-menyurat. 

Kata Kunci: Etika Kinerja, Pelayanan Publik 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Di Dalam pelayanan publik pelanggaran etika maupun moral sangat sulit 

untuk ditelusuri atau dibuktikan. Dalam penilaian etika pelayanan, Indonesia 

menghadapi tantangan yang sangat sulit yang terus berubah dalam perkembangan 

zaman. Hal ini memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah sebagai pelayanan 

publik. Terutama semenjak pasca reformasi, dikarenakan munculnya situasi yang 

lebih demokratis di Indonesia.  

Bagi pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten yang 

memiliki budaya etika yang tinggi akan lebih bertanggung jawab dan menjunjung 

akuntabilitas serta dituntut untuk melayani masyarakat dengan baik. Pemerintahan 

yang seperti ini dapat mewujudkan keterbukaan, terhadap pemberdayaan 

masyarakat, sebagai pelaksanaan dari penerus sekarang ini  mulai ditingkatkan, 

yaitu dalam penerapan etika dalam pelayanan publik. Etika pelayanan publik harus 

berlandaskan asas transparansi untuk kepentingan masyarakat. Pelanggaran etika 

dalam pelayanan publik sering  terjadi dalam   proses kebijakan publik yaitu yang 

tidak transparan atau tidak jujur, tidak adil dan lain sebagainya.  

Masalah dalam pelayanan publik begitu banyak, strategi untuk membenahi 

birokrasi sebagai pelayanan publik (public service) tercantum di dalamnya 

berupaya menerapkan etika sebagai nilai pokok dalam pelayanan publik, 

memerlukan jangka panjang agar aparat bisa merubah sikap lebih memperhatikan 



 

 

peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Setiap birokrasi pelayanan 

publik wajib memiliki sikap yang mencerminkan perilaku yang baik. Birokrasi 

wajib meningkatkan diri sehingga dapat mendalami, dan melaksanakan kebijakan 

moral, khususnya keadilan dalam tindakan jabatannya. Penerapan etika maupun 

watak saat melayani bisa diperhatikan melalui etika yang diperoleh birokrasi 

publik. 

Etika yang baik dalam pelayanan publik sangat diharapkan oleh masyarakat, 

oleh karena itu birokrasi harus sungguh-sungguh memperhatikan pelayanan kepada 

masyarakat. Untuk memperbaiki etika komitmen perlu dibuktikan, agar masyarakat 

percaya birokrasi publik betul-betul tanggung jawab melakukan tindakan pelayanan 

publik. Dalam pelayanan yang bermutu tentu saja dilaksanakan dengan aparat yang 

betul-betul memiliki kinerja yang bertanggung jawab atau profesional. Kinerja 

profesional diciptakan berdasarkan keterampilan dan soft skill yang diperoleh 

aparatur. Kinerja pelayanan publik yang terlihat optimal dibangun dari pribadi 

aparat pelayanan publik yang profesional yang memberikan pelayanan secara 

merata dan baik.  

Desa mempunyai tugas dari pemerintah diatasnya yakni sebagai  untuk 

membantu pemerintah diatasnya untuk mengurus kepentingan desa. Sesuai dengan 

tugas tersebut maka pemerintah desa berkewajiban melayani masyarakat dengan 

baik, jujur dan profesional sesuai dengan peraturan yang sah. Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 mempunyai karakter lain dengan undang-undang pada 

umumnya dimana pada umumnya mengatur tentang  tata cara dalam 

penyelenggaran pemerintah. Undang-undang ini lebih sebagai undang-undang 



 

 

“rakyat”, karena dalam undang-undang ini lebih mengontrol bagaimana dalam 

melayani masyarakat agar masyarakat betul-betul menikmati dan memanfaatkan 

pelayanan publik. Dalam undang-undang ini pemerintah dituntut untuk lebih 

berdisiplin dan profesional dalam melaksanakan pelayanan publik.  

Pelayanan Publik wajib dijalankan dengan baik sesuai peraturan yang 

ditetapkan. Maka demikian, pelayanan publik yaitu uraian aktivitas yang bernilai 

yang harus dijalankan oleh aparat pemerintahan. Pemerintah yang memberi 

pelayanan kepada masyarakat (public servant) memiliki komitmen dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan pelayanan. Dengan demikian masyarakat 

puas atas pelayanan yang didapatkan.  

Perangkat Desa mempunyai tugas utama yaitu terlihat  dalam pengaturan 

peran pemerintahan dan penyusunan dalam melaksanakan pelayanan untuk 

masyarakat atau disebut  pelayanan publik yang bertugas untuk mengurus 

masyarakat sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun 

pada kenyataannya berdasarkan hasil pra penelitian atau observasi awal di lokasi 

penelitian diperoleh data bahwa informasi pelayanan publik di kantor Desa 

Kalisongo belum sepenuhnya tercapai ada faktor penghambat dalam pelayanan, 

seperti SDM yang rendah yaitu masih ada beberapa masyarakat yang kurang paham 

tentang persyaratan-persyaratan dalam pengurusan surat-menyurat. Selain itu, 

menurut Teguh Santoso (2016:11) dijelaskan bahwa kepemimpinan yang kurang 

tegas dalam menghadapi suatu masalah, komunikasi yang kurang terstruktur, 

keterbatasan dana, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Melihat dari 

berbagai fenomena yang terjadi sehingga peneliti tertarik dengan penelitian dengan 



 

 

judul “Etika Kinerja Pelayanan Publik Desa Kalisongo Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Etika Kinerja Pelayanan Publik Desa Kalisongo Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang? 

2. Apa Faktor-faktor pendukung dan penghambat Etika Kinerja Pelayanan 

Publik Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Etika Kinerja Pelayanan Publik 

Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Etika Kinerja Pelayanan 

Publik Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Di Dalam  penelitian ini ada dua manfaat yaitu:  

1. Manfaat  Teoritis 

Diharapkan dengan penelitian ini mampu memuaskan pemahaman 

kepada mahasiswa dan semoga dapat bermanfaat bagi peneliti 

kedepannya. 

2. Manfaat praktis 

Diharapkan dapat memberikan  pemikiran kepada Desa dan juga dapat  

lebih efektif dalam pemberian pelayanan masyarakat. 
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